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BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana telah diuraikan dalam bab 

terdahulu, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Penegakan disiplin terhadap pegawai negeri sipil daerah atas ketentuan 

masuk kerja dan jam kerja di Dinas Sosial Provinsi DIY, sudah berjalan 

sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DIY Nomor 37.1 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta (PERGUB DIY) Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Tambahan 

Penghasilan Pegawai, tetapi belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 

2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

2. Sanksi hukuman disiplin yang diberikan kepada pegawai negeri sipil 

daerah di Dinas Sosial Provinsi DIY atas ketentuan jam kerja diberikan 

hukuman berupa pengurangan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). 
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B. SARAN 

 Sehubungan dengan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diajukan 

sebagai berikut : untuk kepentingan peningkatan disiplin pegawai negeri sipil 

daerah di Dinas Sosial Provinsi DIY sebaiknya Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

diterapkan sepenuhnya terhadap pelanggaran ketentuan masuk kerja dan jam kerja 

di Dinas Sosial Provinsi DIY. 
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